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Abstract

The Constitutional Court made a revolutionary decision through the decision of Constitutional Court Number
46/PUU-VI111/2010 about the status of children outside of marriage. The decision stated that childrens born
outside of marriage not only had a civil relationship with their mother and mother's family but also had a civil
relationship with their biological father. Its implicates that children outside of marriage have the same rights
with legal children, such as earning a living, inheritance and equality before the law. Seen from the concept of
magqdsid asy-syari’ah, the decision does not violate the Islamic law, otherwhise it is in the line with the principles
of maqasid asy-syari’ah especially the principles of hifz an-nasl and hifz an-nafs.

[Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan revolusioner dalam putusan MK Nomor 46/PUU-
VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya
dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Implikasinya adalah anak di luar perkawinan mendapat hak sama dengan
anak sah, mendapatkan nafkah, waris dan persamaan di hadapan hukum. Dilihat dari konsep magdsid
asy-syari’ah, putusan tersebut tidak melanggar hukum Islam, sebaliknya, ia sejalan dengan prinsip-

prinsip magqdsid asy-syari’ah terutama prinsip hifz an-nasl dan hifz an-nafs.

Kata kunci: Putusan MK No £,/PUU-VIII/T-y -, anak di luar perkawinan.]

A. Pendahuluan

Syari’at perkawinan merupakan salah satu
hukum yang ditetapkan Allah demi kemaslahatan
seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat
manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologis
secara benar dan teratur mengembangbiakkan
keturunan yang sah, di samping mewujudkan
suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah
dan rahmah. Sebagaimana yang terkandung
dalam firman Allah.
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Anak merupakan salah satu hal yang selalu
dinantikan, karna kelak seorang anak akan
menjadi penerus dari orang tuanya. Penetapan
asal-usul anak memiliki arti yang sangat penting,
karena dengan penetapan itulah dapat diketa-
hui hubungan nasab antara anak dan ayahnya.
Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang
lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan
sejatinya harus menjadi ayahnya.? Menurut
hukum perkawinan di Indonesia, hubungan

2 Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam
dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 276.
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keperdataan anak dengan ayahnya hanya bisa
terjadi bila anak tersebut adalah anak yang sah,
yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia,
agar seorang anak mendapat status hukum yang
sempurna, maka orang tuanya harus mela-
kukan perkawinan yang sah di depan hukum
negara dan sah secara agama. Hal itu dijelaskan
dalam pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaanya itu.
Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak
ada perkawinan di luar hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai
dengan Undang-Undang Dasar 1945.> Menge-
nai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2
ayat (2) yang menyatakan, bahwa tiap-tiap per-
kawinan dicatat menurut perundang-undangan
yang berlaku.*

Undang-Undang Perkawinan Indonesia juga
telah mengatur tentang status anak yang sah
dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI),
disebutkan anak yang sah adalah: (1) anak yang
dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang
sah; dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah
di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Mengenai penetapan status anak di luar
perkawinan dimuat dalam Undang-Undang
Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)
yang menyatakan, “ Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan per-
data dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Menurut Hukum Islam, nasab anak terhadap
bapaknya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu:
perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid,

o g e W

atau bahkan karena ketidaktahuan seorang
suami akan kerusakan akadnya.” Hal ini sejalan
dengan sabda nabi Muhammad SAW dalam
sebuah hadis:
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Maksud dari hadis di atas adalah penegasan
mengenai nasab anak yang lahir dalam per-
kawinan yang sah atau fasid, dapat ditetapkan
dan dihubungkan kepada ayah kandungnya.
Akan tetapi, ketetapan ini tidak berlaku bagi
pezina sebab nasab adalah karunia dari Allah.

Seiring dengan perkembangan dan per-
ubahan zaman, serta semakin kompleksnya
permasalahan hidup yang dihadapi manusia,
masalah tentang status anak dalam perkawinan
pun terus berkembang. Salah satunya adalah
masalah status anak dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan
Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil
dari pengujian Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang
Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945
yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias
Machica Mochtar dan anaknya Muhammad Igbal
Ramadhan.

Pihak Machica Mochtar menganggap
bahwa mengalami dan merasakan hak konsti-
tusionalnya dirugikan dengan Undang-Undang
Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2
ayat (2)” dan Pasal 43 ayat (1).® Pasal ini justru
menimbulkan ketidakpastian hukum yang
mengakibatkan kerugian bagi pihak Machica
Mochtar berkaitan dengan status perkawinan
(sirri) dan status hukum anaknya yang dihasil-
kan dari perkawinan.’

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 1.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

Sa’id Abu Jaib, Mausu’at al-Ijma’ fil al-Figh al-Islami, (Qatar: Idarah ihya al-Turas al Islami. tt.p), him. 117.

Abi Abdillah Ismail Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, kitab Fardid, bab: Al waladu lil Firdsyi hurratan

kinat au ammatan, hadis no 6749, (Beirut: Dar Ibn kasir, 2002), hlm. 1672.
Pasal ini berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”
8 Pasal ini berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

dan keluarga ibunya.”

9 Risalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jumat 17 Februari 2012.
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Setelah muncul permohonan tersebut,
Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam
putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait
konstitusionalitas hubungan keperdataan anak
dan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi
menimbang bahwa pasal 43 ayat (1) UUP No 1
Tahun 1974 yang menyatakan :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “anak
yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknlogi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum mempunyai hubungan
darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya.”

Putusan ini menjadi kontroversional karena
dapat dipahami adanya hubungan keperdataan
antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan
yang sah dengan ayah biologisnya apabila dapat
dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Akibat hukum yang dapat timbul
dari putusan tersebut menjadi sangat luas,
sehingga dapat berdampak positif dan negatif.
Di satu sisi, hak anak di luar perkawinan dapat
dipenuhi, jika seorang laki-laki terbukti secara
ilmu pengetahuan mutakhir ternyata memiliki
anak di suatu tempat bisa dituntut tanggung
jawabnya.’” Akan tetapi mengenai nasab, hak
perwalian, hak kewarisan dalam lingkup hukum
keluarga Islam memperoleh akses negatif jika
pengertian “anak di luar perkawinan” dimaknai
sebagai anak yang dilahirkan akibat perzinaan,
perselingkuhan dan samen leven.

Putusan tersebut menarik jika dikaji dengan
konsep magisid asy-syari’ah yang berarti tujuan
pensyari’atan hukum dalam Islam, karna
yang menjadi tema pembahasannya adalah

10 Jbid., hlm. 208

mengenal hikmah dan “illat dari ditetapkannya
suatu hukum." Dapat ditegaskan, bahwa pada
dasarnya hukum tidak dikemas dalam format
yang baku dan terbatas, akan tetapi memberikan
ruang yang cukup untuk berbagai perubahan,
perkembangan dan pembaharuan dalam rangka
realisasi maqdsid asy-syari’ah.*?

Upaya pengembangan pemikir hukum Islam
terutama dalam memberikan pemahaman dan
kejelasan terhadap berbagai hukum kontemporer
sangat diperlukan, guna mengetahui tujuan
pensyari’atan hukum dalam Islam. Selain itu,
tujuan hukum perlu untuk diketahui dalam
mengenal pasti apakah suatu ketentuan hukum
masih dapat diterapkan terhadap kasus yang
lain atau karena adanya perubahan struktur
sosial, hukum tersebut tidak dapat dipertahan-
kan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa
magqasid asy-syari’ah menjadi kunci dan tulang
punggung mengetahui tujuan pensyari’atan
hukum. Magqasid asy-syari’ah juga dapat menjadi
ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ke-
tentuan hukum.”

Dari persoalan tersebut, maka muncul be-
berapa pertanyaan yang perlu dicari jawaban-
nya. Bagaimana dasar-dasar hukum dan per-
timbangan hakim dalam putusan MK No 46/
PUU-VIII/2010? Bagaimana analisis magqdsid
asy-syari’ah terhadap dasar-dasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam putusan MK No 46/
PUU-VIII/2010? Bagaimana implikasi putusan
MK No 46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum ke-
luarga Islam di Indonesia?

B. Analisis Magqdsid asy-Syari’ah terhadap
Dasar-dasar Hukum danPertimbangan
Hakim dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-
VII1/2010.

Majlis hakim Mahkamah Konstitusi me-
nyatakan, bahwa pokok permohonan para po-

' Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Gazali, AI-Mustasyfd, t.t., hlm. 254.
12 M. Hasbi Umar, Nalar Figh Kontemporer. cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120.
13 Al-Izzuddin ‘abdul *Aziz bin Abd Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalil al-Anam, Vol.2 (Beirut: al-Kulliyyat al-Azhariyyah,

1986), him. 143.
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mohon adalah pengujian konstitusionalitas
Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan
Pasal 43 ayat (1).

Putusan Mahkamah Konstitusi mengguna-

kan dasar-dasar hukum sebagai berikut:**

1)

Undang-Undang Perkawinan mensyarat-
kan adanya pencatatan perkawinan karena
akan mencegah dan melindungi wanita,
dan anak-anak dari perkawinan yang di-
lakukan secara tidak bertanggung jawab.
Perlindungan terhadap anak telah diatur
dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan 28D
ayat (1).

Pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang Perkawinan Pasal
2 ayat (2) merupakan bagian dari fungsi
negara, yaitu memberikan jaminan per-
lindungan, pemajuan, dan pemenuhan
Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus
dilakukan sesuai dengan prinsip negara
demokrasi yang diatur dalam UUD 1945
Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5).

Pencatatan perkawinan menurut Mahka-
mah Konstitusi tidak bertentangan dengan
ketentuan konstitusional karena pembatasan
ditetapkan dengan undang-undang dan
dilakukan dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta peng-
hormatan atas hak dan kebebasan orang
lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis
sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28] ayat (2).
Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)
tentang pencatatan perkawinan merupakan
kewajiban administratif, bukan penentu sah
atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan
ini dimaksudkan agar dapat dibuktikan
dengan bukti sempurna yaitu dengan akta
otentik sesuai dengan Undang-Undang
Perkawinan Pasal 55. Pada dasarnya yang

" Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.
5 Risalah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.
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menjadi faktor penentu sah atau tidaknya
perkawinan adalah memenuhi syarat
perkawinan sesuai yang telah diatur dalam
Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat
(1).

Undang-Undang Perkawinan Pasal 43
ayat (1) mengenai status anak di luar per-
kawinan yang menyatakan, “Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya” dinyatakan
inkonstitusional bersyarat yakni inkon-
stitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai
menghilangkan hubungan perdata dengan
laki-laki sebagai ayah biologisnya.
Mengenai pertimbangan hakim dalam

putusan MK Nomor 46/ PUU-VIII/2010, yaitu:

a.

Anak yang lahir di luar perkawinan tidak
mempunyai kekuatan hukum dan sering-
kali mendapatkan perlakuan deskrimi-
natif di masyarakat, sehingga Mahkamah
Konstitusi menganggap anak yang lahir
di luar perkawinan harus mendapatkan
perlindungan hukum dan kepastian hukum
yang sama meskipun keabsahan perka-
winannya masih dipersengketakan, karena
anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran
di luar perkawinan.

Anak diluar perkawinan pada dasarnya tetap
berasal dari hubungan antara laki-laki dan
perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi
mengganggap tidak adil jika anak di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan
dengan perempuan sebagai ibunya, dan
hukum membebaskan laki-laki yang me-
nyebabkan kehamilan dan kelahiran anak
tersebut dari tanggung jawab seorang ayah
dan bersamaan dengan itu, hukum me-
niadakan hak-hak anak terhadap laki-laki
tersebut sebagai ayahnya.

Seiring perkembangan zaman dan semakin
berkembangnya teknologi, Mahkamah
Konstitusi menganggap dengan perkem-
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bangan teknologi dimungkinkan mampu

membuktikan bahwa anak di luar perkawin-

an merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putus-
an MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan
permohonan yang diajukan oleh pemohon
yaitu mengenai pencatatan perkawinan yang
diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974
tentang Pekawinan Pasal 2 ayat (2) dan tentang
status anak di luar perkawinan dalam Pasal 43
ayat (1). Sesuai dengan kewenangan yang di-
miliki Mahkamah Konstitusi yaitu menguji
undang-undang dengan undang-undang, maka
dasar-dasar hukum yang digunakan bersumber
pada Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya
menolak tentang uji materiil Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal
2 ayat (2). Mahkamah Konstitusi menganggap
bahwa pencatatan perkawinan sejalan dengan
ketentuan yang telah diatur oleh Undang-
Undang Dasar 1945. Sedangkan mengenai status
anak di luar perkawinan, Mahkamah Konstitusi
memutusakan bahwa anak yang dilahirkan di
luar perkawinan mempunyai hubungan per-
data dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknlogi dan/atau alat bukti lain menurut
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan tersebut merupakan langkah re-
volusioner yang dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi. Hanya saja, frasa “anak yang lahir
di luar perkawinan” dalam putusan tersebut
menurut bahasa hukum positif Indonesia dan
bahasa hukum Islam memiliki perbedaan.
Menurut hukum Islam, “anak yang lahir di
luar perkawinan” mengandung pengertian
bahwa anak tersebut hasil dari perzinaan
antara laki-laki dengan perempuan. Menurut
bahasa hukum positif Indonesia, frasa “anak
yang lahir di luar perkawinan” memiliki makna

bahwa anak tersebut adalah anak hasil hu-
bungan anatara laki-laki dan perempuan yang
tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan
Sipil. Perbedaan klasifikasi inilah yang me-
nyebabkan perbedaan pendapat di berbagai
kalangan jika tidak dipahami secara mendalam.
Namun dalam tulisan ini dan berdasarkan latar
belakang putusan tersebut, frasa “anak di luar
perkawinan” dimaknai sebagai anak yang di-
lahirkan akibat perkawinan sirri.

Putusan tersebut dapat dianalisis meng-
gunakan hukum Islam, terutama dengan magasid
asy-syari’ah yaitu pengkajian tentang maksud
atau tujuan disyari’atkan hukum, karena se-
sungguhnya suatu syari’at itu bertujuan untuk
kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
Kemaslahatan itu melalui analisis magdsid asy-
syari’ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis
belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan
pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu
yang mengandung nilai-nilai filosofis dari
hukum-hukum yang disyari’atkan Allah kepada
manusia.

Asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan
utama dari syari’ah adalah untuk menjaga dan
memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan
dari tiga kategori tersebut ialah untuk me-
mastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin
baik di dunia maupun di akhirat terwujud
dengan cara yang terbaik karena Allah berbuat
demi kebaikan hamba-Nya." Ketiga ketegori
hukum menurut Imam asy-Syatibi yaitu :

Pertama, Al-Magqasid ad-Dariiriyyat secara
bahasa artinya adalah kebutuhan yang men-
desak. Dapat dikatakan sebagai aspek-aspek
kehidupan yang sangat penting dan pokok
demi berlangsungnya urusan-urusan agama
dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian
terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan
kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini.
Dariiriyat dilakukan dalam dua pengertian yaitu,
pada satu sisi kebutahan diwujudkan dan di-
perjuangkan, sementara di sisi lain segala hal

e Waeel. B. Hallaq, Sejarah Teori Islam, (Jakarta: Raja Grafida Persada, 2011), hlm. 248.
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yang menghalangi pemenuhan kebutuhan ter-
sebut harus disingkirkan.

Kedua, Al-Magisid al-Hdjiyyat secara bahasa
artinya kebutuhan dapat dikatakan adalah
aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk me-
ringankan beban yang teramat berat, sehingga
hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga, Al-Magasid al-Tahsiniydt secara ba-
hasa berarti hal-hal penyempurna. Merujuk
pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk
memerdekakan budak.

Ketiga prinsip universal dikelompokkan
sebagai kategori teratas yaitu Dariiriyat, secara
epistemologi mengandung kepastian. Maka
tidak dapat diabaikan. Kelompok Dariiriyit ter-
dapat lima unsur pokok yang harus dipelihara
dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut
yaitu:

) Memelihara agama (hifz ad-din)

) Memelihara jiwa (hifz al-nafs)
3) Memelihara akal (hifz al-aql)

) Memelihara keturunan (hifz al-nasl)

) Memelihara harta (hifz al-mal)
Kelima unsur pokok tersebut menjadi se-
suatu yang harus dipelihara karena apabila
adanya kesalahan yang mempengaruhi kaidah
Dariiriyat ini akan menghasilkan berbagai kon-
sekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip
universal tadi. Dua kategori lainnya yaitu hajiyyat
dan tahsiniyyat yang secara struktural dan secara
substansial merupakan pelengkap dari Dariiriyat
akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang
menggangu tahsiniyyat akan berpengaruh pada
hajiyyat.

Bekaitan dengan putusan tersebut, maka
yang menjadi fokus dari dasar hukumnya yaitu,
mengenai hubungan perdata antara ayah biologis
kepada anak di luar perkawinan dan jaminan
kehidupan anak. Mengenai hubungan perdata
antara ayah dan anak di luar perkawinan, hal
tersebut sejalan dengan prinsip hifz al-nasl (me-
melihara nasab), karena prinsip tersebut me-
nunjukan bahwa cara memperoleh anak yang

7 Al-Furgan (25): 54.
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sah yaitu dengan adanya perkawinan. Ada-
nya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
menguatkan antara norma agama dan norma
hukum Indonesia, sehingga anak di luar per-
kawinan berhak mendapatkan hak-haknya yang
diakui oleh negara.

Apabila anak di luar perkawinan dimaknai
secara umum, yaitu sebagai anak hasil dari
perzinaan, maka secara otomatis bertentangan
dengan prinsip hifz an-nasl, karena perzinaan
dapat menyebabkan kerusakan nasab. Salah
satu tujuan disyari’atkan hukum Islam yaitu
memelihara dan menjaga keturunan. Ulama
fikih menyatakan, bahwa nasab adalah salah
satu fondasi yang kokoh dalam membina ke-
hidupan rumah tangga yang bisa mengikat
antara pribadi berdasar kesatuan darah, karena
pada hakikatnya nasab adalah karunia besar
yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya.
Hal itu dijelaskan dalam al-Qur’an :

V108 £y 0185 g Lo sl 1oy sl o 3l (10 5

Mengenai pertimbangan hakim-hakim Mah-
kamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor
46/PUU-VIII/ 2010, yaitu:

Pertama, Anak yang lahir di luar perkawinan
tidak mempunyai kekuatan hukum dan sering-
kali mendapatkan perlakuan deskriminatif di
masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi
menganggap anak yang lahir di luar perkawinan
harus mendapatkan perlindungan hukum dan
kepastianhukum yang sama meskipun keabsahan
perkawinannya masih dipersengketakan, karena
anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran di
luar perkawinan.

Menurut hukum Islam, anak yang lahir di
dunia ini pada dasarnya adalah suci. Hal ini se-
jalan dengan sebuah hadis:

o slazs ol wbie oyl kil Lo Wy s S
1851 5y

Adapun anak diluar perkawinan dipandang
negatif di tengah masyarakat itu bukan hukuman,
melainkan efek domino yang terjadi akibat
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perbuatan orang tuanya. Efek domino adalah
kesalahan satu pihak menyebabkan pihak lain
ikut menaggung dampaknya walaupun tidak
berdosa.

Efek domino tidak bisa dicegah atau dihi-
langkan walaupun dengan undang-undang anti
efek domino, yang dapat dicegah yaitu perbuatan
yang bisa menimbulkan efek domino. Artinya
pandangan negatif masyarakat terhadap anak
yang tidak mempunyai hak-hak penuh tidak
dapat dicegah, yang harus dicegah adalah per-
buatannya yaitu perkawinan sirri. Oleh karena
itu, untuk menghindari deskriminasi di tengah
masyarakat haruslah mematuhi Undang-Undang
Perkawinan.

Kedua, Anak di luar perkawinan pada da-
sarnya tetap berasal dari hubungan antara
laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah
Konstitusi mengganggap tidak adil jika anak di
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
dengan perempuan sebagai ibunya, dan hukum
membebaskan laki-laki yang menyebabkan
kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari
tanggung jawab seorang ayah dan bersamaan
dengan itu, hukum meniadakan hak-hak anak
terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.

Ditinjau menggunakan hukum Islam, hal
tersebut erat kaitannya dengan prinsip hifz al-
nafs (memelihara jiwa). Jika anak hanya hidup
dengan menerima hak dari ibu dan keluarga
ibunya, tentu akan sangat menyusahkan atau
dapat menimbulkan mafsadat. Jika dibantu
dengan penghasilan oleh ayah biologis yang
menyebabkan anak lahir akan meringankan
beban ibu.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah berikut:
P e e ol 52l w3

DLLall e e il wis

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila
berkumpul antara maslahat dan mafsadat, maka
yang harus dipilih yang maslahatnya lebih
banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya
atau sama kuatnya maka menolak mafsadat lebih
utama dari meraih maslahat, sebab menolak
mafsadat sudah merupakan kemaslahatan.

Ketiga, Seiring berembangannya zaman dan
semakin majunya ilmu pengetahuan, Mahkamah
Konstitusi menganggap dengan perkembangan
teknologi dimungkinkan mampu membuktikan
bahwa anak diluar perkawinan merupakan anak
dari laki-laki tertentu.

Menurut hukum Islam, pembuktian nasab
terutama kepada ayahnya terjadi melalui 4 hal,
yaitu:*

1) Melalui perkawinan yang sah atau fasid

2) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap
anak

3) Melalui pembuktian

4) Melalui perkiraan atau undian

Dilihat dari keempat cara penentuan nasab
tersebut dapat disimpulkan, bahwa uji DNA
sejalan dengan teori pembuktian dalam pene-
tapan status anak, hanya saja uji DNA bukan
menjadi satu-satunya cara. Uji DNA hanya di-
gunakan sebagai langkah terakhir dan juga
harus diperkuat dengan adanya pembuktian
lain seperti anak yang lahir akibat perka-
winan atau tidak dalam ikatan perkawinan.

C. Implikasi Putusan MK Nomor 46/PUU-
VIII/2010 terhadap Hukum Keluarga Islam
di Indonesia.

Putusan MK No 46/ PUU-VIII /2010 tersebut
berimplikasi terhadap Kompilasi Hukum
Islam, karena KHI merupakan formulasi yang
selama ini digunakan sebagai dasar hukum
keluarga Islam di Indonesia. Adanya putusan

% Imam Jalaludin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, al-Jami” al-Sahir, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967), II,
235. HR. Bukhari dari Abu Ya'la al-Tabarani dari al-Baihaqi dari al-Aswad Ibnu Sari.

Y Ibid.,

% Mubhlis Usman, Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam, cet. ke-2, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, t.t), him. 143.
2 Wahbah az-Zuhaili, Figh al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 690.
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tersebut membuat anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai kekuatan dan per-
lindungan di hadapan hukum yang dapat di-
samakan statusnya dengan anak sah. Putusan
tersebut merupakan upaya dari Mahkamah
Konstitusi untuk memberikan perlindungan
hukum kepada warga negara Indonesia.

Berdasarkan permohonan dalam putusan
tersebut, diketahui bahwa perkawinan pemohon
telah sah dan benar sesuai dengan syarat dan
rukunnya berdasarkan hukum Islam sebagai-
mana tercantum dalam amar penetapan atas
perkara nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.

Dengan demikian, hak-hak perdata yang
harus didapatkan oleh anak di luar perkawianan,
yaitu:

1)  Hak mendapatkan nasab kepada ayah biologis-
nya.

Berdasarkan putusan tersebut, anak yang di-
lahirkan oleh pemohon akan mendapatkan hak
yang sama dengan anak sah. Menurut KHI, anak
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan
suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan
oleh isteri tersebut.”? Sekilas pasal tersebut me-
nimbulkan kerancuan, karena penggunaan kata
“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalam perkawinan sah” penggunaan kalimat
“dalam” tersebut menimbulkan kecurigaan, ber-
arti yang terpenting pada saat anak lahir, orang
tuanya sebagai pasangan zina telah terikat dalam
sebuah perkawinan.

Pasal 99 KHI tersebut dikutip langsung
dari pasal 42 Undang-Undang Perkawinan.
Penggunaan kata “dalam” perlu ditinjau ulang
atau apabila perlu dihilangkan, sebab dengan
adanya kata “dalam” maka implikasi dan pe-
ngaruh besarnya akan terjadi pada legalisasi per-
zinaan, karena dengan rumusan pasal tersebut,
negara mengakui atau mengizinkan proses
hubungan badan sebelum perkawinan.

2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.
» Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.
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Pasal tersebut juga dihubungkan dengan
pasal yang membolehkan laki-laki menikahi
wanita yang dihamilinya karena perzinaan.
Seperti dalam pasal 53 KHI yang menyatakan,
bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat
dikawinkan dengan pria yang menghamili-
nya.”

Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki
yang menghamilinya adalah sah, seandainya
beberapa waktu setelah dilaksanankan perka-
winan yang sah lahir anak yang dikandungnya.
Meskipun pasal 53 KHI tersebut dimaksudkan
sebagai langkah antisipatif guna melindungi
wanita dan anaknya.

Adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/ 2010,
seharusnya dapat menjadi solusi untuk penguat-
an hukum dari anak yang dilahirkan di luar
perkawinan tanpa melegalkan perzinaan. Oleh
karena itu, pengertian anak sah menurut KHI
tidak akan rancu jika definisi anak sah adalah
anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang
sah. Pada dasarnya antara putusan MK No 46/
PUU-VIIL/2010 dengan pasal 99 KHI dan pasal
53 KHI, semuanya bertujuan sama yaitu me-
lindungi wanita sebagai ibu dan anaknya di
hadapan hukum.

2)  Hak mendapatkan nafkah

Pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010,
maka tanggung jawab untuk memelihara dan
mendidik anak di luar perkawinan tidak hanya
dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya,
akan tetapi juga dibebankan kepada ayah dan
keluarga ayahnya. Ayah biologisnya berke-
wajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang
berkaitan dengan sandang, pangan, papan,
pendidikan, dan juga kesehatan. Dengan de-
mikian, adanya hak anak untuk menuntut ayah
biologisnya apabila tidak memenuhi kewajiban
tersebut.

Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah
kepada anak-anaknya sangat ditekankan dalam
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Islam, sehingga meskipun seorang ayah dalam
keadaan fakir, tetapi mampu bekerja atau me-
mang benar-benar telah bekerja tetapi peng-
hasilannya tidak mencukupi, kewajiban mem-
beri nafkah pada anak-anaknya tetap tidak
gugur. Apabila ibu berkemampuan, dapat dipe-
rintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya
yang sebenarnya menjadi kewajiban ayah
mereka, tetapi diperhitungkan sebagai hutang
ayah yang suatu saat dapat ditagih.

Menurut hukum Islam, seperti yang dijelas-
kan dalam al-Qur’an dan al-Hadis, mengenai
dasar-dasar kewajiban suami memberikan
nafkah kepada isteri dan keluarga, yaitu :

Lol GOV Ol 35055 g8, &) a5l e
Moy dsgdenVoladly sllg )Lz LenmaY]

Py Al gy LSl ds

Menurut pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum
Islam mengenai nafkah yaitu, “Sesuai dengan
penghasilannya suami menanggung: a) nafkah,
kiswah dan tempat kediaman isteri. b) biaya
rumah tangga, biaya perawatan dan biaya peng-
obatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan
anak.”

Berkaitan dengan putusan MK tersebut,
maka hubungan perdata dalam hal nafkah dapat
dikenakan kepada anak yang dilahirkan di luar
perkawinan. Karena pada dasarnya, anak tidak
dapat memilih untuk dilahirkan dalam ikatan
perkawian yang sah atau tidak. Adanya putusan
tersebut akan meringankan beban yang selama
ini hanya dibebankan kepada ibunya.

3) Hak mendapatkan waris
Implikasi hukum dari adanya hubungan
perdata antara anak di luar perkawinan dengan

% Q.S. Al-Bagérah (2): 233.

ibu dan keluarga ibunya, serta dengan ayah dan
keluarga ayahnya, memposisikan anak men-
dapatkan hak waris. Menurut hukum Islam,
terdapat beberapa syarat seseorang mendapatkan
waris, yaitu mempunyai hubungan darah atau
hubungan perkawinan dengan pewaris, ber-
agama Islam, dan tidak terhalang karena hukum
untuk menjadi ahli waris.”

Menurut pasal 173 Kompilasi Hukum Islam
dinyatakan, bahwa seorang akan terhalang
menjadi ahli waris jika adanya putusan dari
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
yaitu:®
a. Dipersalahkan telah membunuh atau men-

coba membunuh atau menganiaya berat
kepada pewaris.

b. Terdapat putusan hakim yang berkekuatan
hukum tetap yang menghukum ahli waris
karena dipersalahkan menfitnah telah
mengajukan pengaduan bahwa pewaris
melakukan kejahatan yang diancam dengan
hukuman lima tahun penjara atau hukuman
yang lebih berat.

Adanya putusan MK No 46/ PUU-VIII/2010
membuat anak yang dilahirkan di luar perka-
winan mendapat pembagian yang sama dengan
anak sah, seperti yang dinyatakan dalam pasal
174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok
yang mendapatkan waris yang salah satunya
adalah anak.

4)  Hak mendapatkan perwalian perkawinan jika
anak di luar perkawinan adalah perempuan.
Jumhur ulama telah sepakat, bahwa wali
merupakan salah satu dari syarat sahnya suatu
perkawinan. Menurut Imam Syafi’i, tidak
ada perkawianan tanpa wali.* Demikian juga
dengan Imam Malik yang berpendapat, bahwa

% Al-Imam al-Bukhori, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 193.

% Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.
27 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (3).
% Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173.

¥ As-Syafi'i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyabh, t.t), V: 21
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perkawinan tidak diperbolehkan tanpa wali, dan
wali merupakan syarat sahnya perkawinan.®
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, anak perempuan yang dilahirkan diluar
perkawinan mempunyai hak untuk mendapat
wali dari ayah biologisnya. Hal ini sejalan dengan
hukum Islam, karena nasab anak dikaitkan ke-
pada ayah biologisnya. Sedangkan jika anak di
luar perkawinan dipahami sebagai anak hasil
zina, maka anak perempuan tersebut tetap tidak
mendapatkan wali dari ayah biologisnya. Oleh
karena ayahnya tidak dapat menjadi wali per-
kawinannya, maka ia dianggap tidak memiliki
wali dan perwaliaannya dilakukan oleh hakim.!

D. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil
beberapa kesimpulan, yaitu:

Pertama, Mahkamah Konstitusi telah me-
ngeluarkan putusan MK No 46 /PUU-VIII/2010
dengan menggunakan dasar-dasar hukum se-
bagai berikut: (1) mengenai pencatatan perka-
winan. Pencatatan perkawinan tidak berten-
tangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), 8D
ayat (1), 28l ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28] ayat (2)
dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Perkawinan Pasal 55. (2) Mengenai dasar hukum
anak di luar perkawinan. Mahkamah Kon-
stitusi menyatakan,bahwa Undang-Undang
Perkawinan Pasal 43 ayat (1) inkonstitusional
bersyarat yakni inkonstitusional apabila ayat
tersebut dimaknai menghilangkan hubungan
dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya.

Selain itu, Para hakim Mahkamah Konstitusi
juga menggunakan pertimbangan sebagai
berikut: Pertama, anak yang dilahirkan di luar
perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum,
sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap
bahwa anak berhak mendapat perlindungan
dan kepastian hukum karena anak seringkali
mendapatkan deskriminasi di masyarakat

meskipun pada dasarnya anak tidak berdosa
atas kelahiran di luar perkawinan. Kedua, anak
merupakan hasil dari hubungan antara laki-
laki dan perempuan, sehingga Mahkamah
Konstitusi menganggap bahwa tidak adil jika
yang menanggung beban hanya perempuan
sebagai ibunya dan menghilangkan tanggung
jawab laki-laki sebagai ayah biologisnya.
Ketiga, seiring berkembangnya zaman dan
semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan
teknologi, Mahkamah Konstitusi menganggap
bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi mampu membuktikan apabila laki-
laki tertentu sebagai ayah biologis dari anak di
luar perkawinan.

Kedua, Tinjauan hukum Islam terhadap
dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim
dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 me-
nyatakan, bahwa dasar-dasar hukum dan per-
timbangan hakim tersebut tidak bertentangan
dengan hukum Islam. Putusan tersebut sejalan
dengan konsep magqdsid syari’ah yaitu hifz-nasl
(memelihara keturunan) dan hifz an-nafs (me-
melihara jiwa).

Ketiga, Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
berimplikasi terhadap ketentuan dalam Kom-
pilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum ke-
luarga Islam di Indonesia. Implikasi yang ter-
jadi yaitu anak di luar perkawinan mendapat
hak-hak yang sama dengan anak sah. Hak-hak
itu mencakup hak untuk bernasab kepada ayah
biologisnya, hak untuk mendapatkan nafkah,
hak untuk mewarisi dan hak untuk mendapat-
kan perwalian.

% Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Mugqtasid, (Surabaya: al-Hidayah,

t.t), I:7.

31 Fathurrahman Djamil, Pengakuan Anak Luar Nikah dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Firdaus, 1994),

hlm. 110-112.
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